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ABSTRAK 

ANDI FADEL FATIHA, Nomor Induk Mahasiswa E051171306, 

Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul : 

“Pelayanan Perizinan Usaha di Kabupaten Sidrap” , dibawah 
bimbingan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Nurlinah, 

M.Si. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana 

pelayanan perizinan usaha di Kabpuaten Sidrap beserta faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi layanan izin usaha berbasis Online Single 

Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap. 

 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif, yaitu 

dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena 

atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan juga fakta 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan penggambaran terkait pelayanan 

perizinan usaha yang berbasis OSS di Kabupaten Sidrap baik itu dari segi 

faktor pendukungnya dan juga faktor penghambatnya. 

 
Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa kondisi pelayanan 

perizinan usaha di Kabupaten Sidrap belum seluruhnya optimal dijalnkan. 

Bentuk sosialisasi, adaptasi, dan layanan masih dalam tahapan 

pengembangan sistem. Sosialisasi dalam tahapan pengembangan 

metodologi untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 

Kabupaten Sidrap, begitu pula dalam tahapan adaptasi baik dari adaptasi 

sistem maupun adaptasi aturan yang terus memunculkan inovasi terbaru 

guna perbaikan sistem dan perampingan aturan, dan juga pengembangan 

layanan dari segi kemudahan akses dan kemudahan pengawasan izin 

usaha yang lebih optimal. Faktor penghambat dari pelaksanaan peizinan 

usaha yang terintegrasi secara digital ini yaitu dari segi operasional sistem 

baru dan juga kesadaran masyarakat terkait urgensitas perizinan usaha 

bagi usaha yang dijalankan. Sedangkan faktor pendukung adalah sumber 

daya aparatur dan juga sarana serta prasarana. 

 

Kata Kunci : Pelayanan, Perizinan, Pengawasan, Pemerintah Kabupaten 
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ABSTRACT 

 

ANDI FADEL FATIHA, Student Number E051171306, Department of 

Government Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, 

Hasanuddin University, compiled a thesis titled “Business Licensing 
Services in Sidrap District”, under the guidence of Mr Rahmatullah, 
S.IP, M.Si and Ms Prof. Dr. Nurlinah, M.Si. 

 

This research aims to find out and analyze how business licensing 

services in Sidrap Regency and what factors affect online single 

submission (OSS) based business license services at the Sidrap Regency 

One Door Investment and Integrated Services Office. 

 

The type of research used is a type of descriptive qualitative, which is 

intended for exploration and clarification of a phenomenon or social reality, 

by describing data and facts related to the problem and unit studied. In this 

study aims to provide a depiction related to OSS-based business licensing 

services in Sidrap Regency both in terms of supporting factors and also 

inhibitory factors. 

 

The results of this study illustrate that the condition of business licensing 

services in Sidrap Regency has not been entirely optimally tested. Forms 

of socialization, adaptation, and services are still in the stages of system 

development. Socialization in the stage of developing methodology to be 

able to reach all levels of society in Sidrap Regency, as well as in the 

stage of adaptation both from system adaptation and rule adaptation that 

continues to bring the latest innovations for system improvement and 

downsizing of rules, and also the development of services in terms of ease 

of access and ease of supervision of business licenses more optimally. 

The inhibiting factor of the implementation of digitally integrated business 

licenses is in terms of the operation of the new system and also public 

awareness related to the urgency of business licensing for businesses 

carried out. While the supporting factor is the resources of the apparatus 

and also facilities and infrastructure. 

 

Keywords : Service, Licensing, Supervision, District Government 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam 

menentukan langkah maupun kebijakan jalannya suatu negara, hadirnya 

pemerintah tentunya memiliki fungsi penting, diantara banyaknya fungsi 

pemerintah salah satu yang paling utama untuk diperhatikan yakni fungsi 

pelayanan dalam hal ini pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan 

seluruh rangkaian kegiatan yang sifatnya keterlibatan langsung maupun 

tidak langsung dan bagi setiap warga negara terhadap seluruh lapisan 

masyarakat. Ruang lingkup pelayanan publik itu sendiri meliputi 

pelayanan barang publik, jasa publik dan juga pelayanan administratif. 

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah maka dari 

itu kualitas serta efektifitas dalam memberikan pelayanan sangat penting 

untuk diperhatikan dalam jalannya roda pemerintahan. 

Sementara itu definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan adminstratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 1 Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan 

                                                 
 
 
 
1
 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 
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publik pun juga tidak terlepas dari yang namanya perkembangan 

teknologi. Teknologi menjadi wadah yang besar dalam kemajuan 

pelayanan pemerintahan, pergeseran aktifitas dan kebiasaan mayoritas 

masyarakat hingga pada saat ini sangat dekat dengan teknologi, sehingga 

bisa dikatakan bahwa perkembangan teknologi saat ini menjadi sebuah 

keharusan serta kebutuhan terhadap masyarakat dan pemerintah dalam 

mempercepat, mengefektifkan dan lebih akuntabel dalam mengikuti serta 

melaksanakan pelayanan publik .  

Berbagai permasalahan yang seringkali dijumpai dalam pelayanan 

publik yang menjadi salah satu faktor untuk bisa mengambil tindakan atas 

berbagai permasalahan tersebut, tindakan dan perubahan kinerja dalam 

memberikan pelayanan pemerintahan yang berbasis teknologi diharapkan 

mampu untuk bisa meminimalisir permasalahan- permasalahan yang 

dihadapi selama ini yang berawal dari sistem konvensional untuk 

melangkah pada sistem yang lebih modern dalam hal ini terciptanya e-

government . 

Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 

2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan e-government, yang 

di jelaskan bahwa “Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan mengolah, mengelola, 

menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik”.2 

                                                 
 
 
 
2
 Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
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Mengingat pengembangan e-government merupakan sebuah 

proses transformasi dari manual ke elektronik, maka dibutuhkan upaya-

upaya sistematis yang menyangkut subyek, obyek dan metoda yang 

terkait dengan proses transformasi tersebut. Perubahan pola 

pemerintahan menuju e-Government mengacu pada tiga hal, yaitu 

perundang-undangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, 

kondisi saat ini dan pengaruh lingkungan yang bersumber pada tuntutan 

layanan publik dan kemajuan teknlogi informasi dan komunikasi3.  

Salah satu hal yang menjadi dasar e-Government ini dalam 

pengembangannya yakni pembangunan ekonomi nasional yang berjangka 

panjang dengan memberikan pelayanan terbaik kepada sektor swasta dan 

masyarakat pun juga dalam internal pemerintahan sendiri. Pelayanan 

pemerintahan dalam sektor swasta tentunya tidak lepas dari hal yang 

bersifat aturan dalam hal ini terkait perizinan berusaha. Adanya izin usaha 

yang diterbitkan dalam menjalankan suatu usaha menjadi bentuk legalitas 

atas kepemilikan usaha yang ingin dijalankan. 

Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan berusaha  

sebagaimana diatur dalam Perpres No. 91 tahun 2017 terkait percepatan 

pelaksanaan berusaha   4Pemerintah perlu untuk mereformasi peraturan 

dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan meningkatkan 

                                                                                                                                      
 
 
 
Government. 
3
 Zulhakim, A. A. (2012). MENGENAL E-GOVERNMENT (Pemahaman Konsep Aplikasi 

E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik).  
4
 Perpres No. 91 tahun 2017 
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kualitas pelayanan perizinan usaha dan penting untuk menerapkan 

teknologi sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik 

atau lebih dikenal dengan istilah (Online Single Submission). Sistem 

Online Single Submission mengintegrasikan perizinan antara pusat dan 

daerah  dalam rangka mempercepat pengurusan perizinan berusaha, 

sejalan dengan ini aturan terbaru mengenai perizinan usaha termuat 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  

 Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Penanaman modal dan 

pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidrap telah melaksanakan aturan ini 

dimulai sejak disosialisasikan pada pertengahan februari 2020 hingga kini 

telah melakukan pelayanan perizinan usaha dengan sistem Online Single 

Submission. Meskipun terbilang masih baru diterapkan tetapi ini menjadi 

bahan evaluasi tersendiri dari Dinas terkait dalam menjalankan sitem baru 

ini. Sistem Online Single Submission ini mengatur dua jenis usaha yakni 

usaha perseorangan dan juga non perseorangan dimana yang 

dimaksudkan pelaku usaha perseorangan adalah orang perorangan 

penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan 

perbuatan hukum contohnya dalam bidang usaha perdagangan 

perseorangan yaitu warung sembako, toko kelontong, pedagang keliling, 

dan juga pedagang kaki lima. Sementara pelaku usaha non perseorangan 

adalah berbentuk sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki 

modal besar yang berasal dari saham-saham perusahaan serta obligasi 
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contohnya adalah Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseoran 

Terbatas (PT), dan Koperasi. 

 Pada sistem konvensional sebelumnya, mayoritas masyarakat 

dalam menikmati salah satu layanan publik ini cenderung mendapatkan 

masalah dilapangan baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak 

pemohon perizinan usaha sendiri. Salah satu permasalahan yang 

dihadapi oleh pemohon izin usaha ini mengenai banyaknya jendela yang 

harus dilewati sampai pada diterbitkannya izin usaha ini atau perlu 

mengurus pada banyak bidang agar bisa mendapatkan pengesahan, serta 

masih banyak yang belum mengetahui mekanisme pemberian perizinan 

usaha termasuk dengan tidak mengenali jenis izin yang cocok dengan 

usaha yang ingin dijalankan. Belum lagi tidak semua pegawai disiplin 

dalam melaksanakan tugasnya.5  

 Namun demikian permasalahan yang hampir tiap tahunnya di 

temukan dalam pengurusan perizinan usaha ini mulai didapatkan solusi 

terkait langkah nyata yang dilakukan pemerintah dengan hadirnya OSS ini 

yang sampai sekarang sudah diterapkan di hampir seluruh daerah di 

Indonesia termasuk di Kab. Sidrap sendiri. Hadirnya solusi terbaru dari 

pemerintah ini tentunya belum menjadi jaminan bahwa permasalahan 

terkait perizinan usaha ini bisa diseleksaikan, karena masyarakat dan 

                                                 
 
 
 
5
 4 Masalah Pembuatan Perizinan Usaha yang Sering Ditemui  (www.Langkahawal. com) 

(Diakses pada tanggal 30 Mei 2021 Pukul 12:09 Wita) 
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pemerintah juga perlu penyesuaian terhadap sistem baru ini, terkhusus di 

Kabupaten Sidrap sendiri dengan sistem perizinan yang terintegrasi 

secara elektronik ini tentunya banyak pihak yang masih butuh 

pendampingan dalam pengurusannya mengingat hal ini berkaitan dengan 

data milik suatu perusahaan yang dominan pemilik usaha masih sangat 

hati-hati dalam memuat dokumen secara online termasuk bagi yang belum 

terbiasa dengan penerapan sistem online ini karena aturan ini juga baru 

dapat dilaksanakan pada tahun 2020 akhir sementara penetapan 

aturannya di tahun 2018, kemudian sesuai dengan pasal 97 ayat 6 daerah 

yang tidak menjalankan sistem OSS maka akan diberikan sanksi berupa 

disinsentif daerah yang berupa penundaan Dana Alokasi Umum dan dana 

bagi hasil yang menjadi hak daerah, dan juga pengisian bidang usaha 

yang keliru berisko bagi pelaku usaha tidak mendapatkan Nomor Induk 

Berusaha (NIB), hal ini akan menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam 

menentukan bidang usaha saat mengajukan via OSS. Menurut Kabid 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi 

DPMPTSP Sidrap, Hj. Nur Asia bahwa hingga saat ini terdapat 198 

perusahaan sudah menggunakan sistem OSS dari 802 perusahaan yang 

terdaftar pada DPMPTSP Kabupaten Sidrap6 jadi, masih banyak 

perusahaan yang belum mendaftarkan perusahaanya dengan sistem yang 

baru ini mengingat sistem ini masih dalam proses transisi ke bentuk yang 

                                                 
 
 
 
6
 Hotline, Cara Pemkab Sidrap Permudah Pengusaha Dapatkan Perizinan 

(www.katasulsel.com) (Diakses pada tanggal 31 Mei 2021 pukul 04.00 Wita) 
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terbarukan.  

 Berangkat dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan terfokus pada pelaksanaan pelayanan 

publik mengenai perizinan usaha di Kabupaten Sidrap. Penulis ingin 

mencari tahu lebih terkait pelayanan publik perizinan usaha ini dengan 

penerapan yang ada berdasarkan sistem yang sebelumnya masih 

konvensional menuju ke sistem yang terintegrasi secara elektronik, dan 

menjadi pertanyaan juga bahwa apakah sistem baru ini bisa mengatasi 

ataupun meminimalisir kendala terkait lamanya proses pemberian izin 

usaha? atau malah membuat masalah semakin banyak muncul dan 

masyarakat pelaku usaha menjadi tambah kebingungan dengen sistem 

baru ini. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul 

“Pelayanan Perizinan Usaha Di Kabupaten Sidrap” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Untuk memberikan penggambaran mengenai pembahasan yang 

termuat dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan rumusan 

masalah:  

1. Bagaimana pelayanan perizinan usaha berbasis OSS di Kabupaten 

Sidrap? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan perizinan 

usaha berbasis OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

bentuk pelayanan publik mengenai perizinan usaha dengan melihat 

pelaksanaan konvensional hingga mengalami bentuk terbarukan dengan 

media online, sedangkan mengacu pada rumusan masalah penelitian 

maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menggambarkan proses pelayanan publik dalam 

pelaksanaan perizinan usaha berbasis OSS.di Kabupaten Sidrap 

2. Untuk menggambarkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelayanan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidrap. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

bahan kajian keilmuan terkhusus untuk program studi Ilmu 

Pemerintahan dalam mengkaji proses pelaksanaan salah satu fungsi 

pemerintah yaitu fungsi pelayanan dalam bidang perizinan usaha, 

dan juga memberikan masukan serta saran kepada pemerintah 

setempat (pemerintah Kabupaten Sidrap) mengenai upaya ataupun 

langkah strategis dalam memberikan pelayanan terbaik untuk 

perkembangan perekonomian daerah. 

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk 
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mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian yang diperoleh 

nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan 

perizinan usaha dan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. 

3. Secara Metodologis, penelitian ini harapkan mampu 

mengembangkan pemahaman ataupun pengetahuan bagi penulis, 

yang kemudian pengetahuan tersebut dapat memberikan nilai 

tambah dan perbandingan untuk penelitian ilmiah lainnya yang 

terkait dengan fokus penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam penegasan bentuk pengkajian masalah dalam suatu 

penelitian, penulis membutuhkan teori-teori dari  landasan konsep untuk 

menjelaskan terkait penelitian lebih dalam. Landasan konsep inilah yang 

dipergunakan sebagai alat untuk menganalisis suatu permasalahan dalam 

penelitian.  

2.1 Tinjauan Tentang Pelayanan Publik  

a. Pengertian Pelayanan Publik 

pelayanan publik merupakan hak seluruh warga negara, 

menjadi sesuatu yang vital untuk terus dilakukan pembaruan 

dan pengembangan dari sektor pelayanan publik untuk 

menjamin keamanan dan kenyamanan dalam jalannya roda 

pemerintahan suatu negara. Menurut Pedoman Umum 

Penyelengaraan Pelayanan Publik No : 63/KEP/M.PAN/7/2003 

bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.7 Menurut Ratminto dan Winarsih (2006), pelayanan 

publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

                                                 
 
 
 
7
 KEPMEN No : 63/KEP/M.PAN/7/2003 
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barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan8. 

Pelayanan publik memang menjadi tanggung jawab 

pemerintah lalu kemudian masyarakat secara keseluruhan 

perlu untuk mengikuti pelayanan yang telah di sediakan 

pemerintah ini dengan tetap berpedoman pada aturan yang 

sudah jelas dibuat, kemudian dari penjelasan pelayanan publik 

ini bisa kita lihat berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang 

pelayanan publik itu menjelaskan tentang jenis-jenis pelayanan 

publik yang berdasar dari pengertian-pengertian yang 

sebelumnya sudah dijelaskan. Adapun jenis-jenis pelayanan 

publik ini terbagi atas tiga bagian : 

1. Pelayanan Barang Publik 

a) pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian 

atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

                                                 
 
 
 
8
 Ratminto dan Winrsih, A.S.2006. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 



12  
 

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah; 

b) pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal 

pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber 

dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah 

yang dipisahkan; dan 

c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang 

pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha 

yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya 

menjadi misi negara yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pelayanan Atas Jasa Publik 

a) penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b) penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang 

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan 

daerah yang dipisahkan; dan 

c) penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak 
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bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan 

negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, 

tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

3. Pelayanan Administratif  

a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-

undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda. 

b) tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah 

yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan serta diterapkan 

berdasarkan perjanjian dengan penerima 

pelayanan.9 

Ketiga bagian ini menggambarkan cakupan ataupun batasan 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dalam melihat 

sektor pelayanan publik. 

                                                 
 
 
 
9
 UU No 25 tahun 2009 BAB II Pasal 5 
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b.     Konsep Pelayanan Publik 

salah satu menjadi tugas pemerintah yakni mewujudkan 

pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Berdasrkan hal ini 

penting kehadiran suatu layanan pemerintah, salah satunya 

pelayanan publik yaitu melindungi kepentingan masyarakat, 

apabila layanan publik tersebut tidak dapat di jangkau oleh 

masyarakat atau di sediakan oleh mekanisme pasar. Atas 

dasar kesejahteraan masyarakat maka perluasan fungsi 

pemerintah perlu diatur dengan memperhatikan konsepsi baru 

tentang sifat pemerintahan dalam hubungan yang lebih dekat 

dan kooperatif sekaligus menghilangkan sentimen yang lahir 

dalam masyarakat bahwa pemerintahan sebagai suatu 

kekuasaan.10 

Pelayanan merupakan suatu pendekatan yang ideal yang 

berperan penting menghasilkan kualitas pelayanan bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Pelayanan menjadi motor penggerak bagi 

operational kegiatan bisnis, perubahan pada sektor pelayanan 

publik menuntut banyak hal yang terbarukan, dimulai dari 

paradigma ataupun sudut pandang, visi dan misi, kebijakan, 

ataupun strategi, hingga pada konsep pelayanan publik yang 

                                                 
 
 
 
10

 Sadhana, Kridawati. 2010. Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Malang : Citra 
Malang  
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prima dan implementasinya11.  

Berdasarkan UUD 1945 pun yang merupakan dasar 

negara Indonesia memberikan kepercayaan penuh terhadap 

negara untuk bisa memberikan kebutuhan dasar bagi setiap 

warga negara demi untuk kesejahteraan. Maka dari itu peran 

penyelenggara pelayanan publik sangat penting demi 

terciptanya efektifitas dan akuntabilitas suatu lembaga 

pemerintahan12. Hal yang bersifat fundamental dalam suatu 

negara didasari dari segi pelayanannya, untuk membentuk 

negara dengan indeks kepuasan masyarakat maupun 

pertumbuhan perekonomian negara menjadi lebih baik dengan 

tidak memandang sebelah mata pelaksanaan pelayanan 

publiknya dikarenakan pelayanan publik menjadi awal suatu 

perjalanan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. 

c.      Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik  

Dalam pelayanan publik tentunya memiliki prinsip dasar 

dalam acuan pihak yang memberikan pelayanan maupun pihak 

yang menerima pelayanan publik tersebut menurut keputusan 

MENPAN No. 63 tahun 2003 diantaranya : 

1. Kesederhanaan : Prosedur pelayanan publik tidak 

                                                 
 
 
 
11

 Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. 
Bandung : CV Mandar Maju 
12

 Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika Aditama. 
Hal 17 
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berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.  

2. Kejelasan : Persyaratan teknis dan administratif 

pelayanan publik; Unit kerja/pejabat yang berwenang dan 

bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam 

pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan 

publik dan tata cara pembayaran.  

3. Kepastian Waktu : Pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  

4. Akurasi: Produk pelayanan publik diterima dengan benar, 

tepat, dan sah.  

5. Keamanan : Proses dan produk pelayanan publik 

memberikan rasa aman dan kepastian hukum.  

6. Tanggung jawab : Pimpinan penyelenggara pelayanan 

publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas 

penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

7. Kelengkapan sarana dan prasarana : Tersedianya sarana 

dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 

teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

8. Kemudahan Akses : Tempat dan lokasi serta sarana 

pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 
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masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

telekomunikasi dan informatika.  

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan : Pemberi 

pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, 

ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

10. Kenyamanan : Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, 

disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, 

lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah dan lain-lain.13 

Total ada sepuluh jenis prinsip dalam pelayanan publik 

yang merupakan wujud harapan yang senantiasa berupaya 

untuk bisa diselaraskan dalam bentuk penerapannya baik itu di 

tingkat pusat maupun ditingkat daerah. 

d.     Asas-Asas Pelayanan Publik 

Dalam bentuk pelayanan publik seperti prinsip-prinsip 

pelayanan publik yang harus terpenuhi dan begitupun dengan 

asas yang ada pada pelayanan publik yang menjadi bagian 

pemerintah maupun masyarakat sebagai rujukan dalam 

menjalankan pelayanan publik, kemudian menurut Sinambela, 

dkk (2011) cakupan dari asas-asas pelayanan publik yaitu :  

                                                 
 
 
 
13

 MENPAN No. 63 Tahun 2003 



18  
 

1. Transparansi; Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses 

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti.  

2. Akuntabilitas; Dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

3. Kondisional; Sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  

4. Partisipatif; Mendorong peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

5. Kesamanan Hak; dan Tidak diskriminatif dalam arti tidak 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan 

status ekonomi.  

6. Keseimbangan. Hak dan kewajiban Pemberi dan 

penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing- masing pihak.14 

Kemudian asas pelayanan publik ini pun juga di atur pada 

UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 4 

yang terdiri atas : asas Kepentingan umum; Kepastian hukum; 

                                                 
 
 
 
14

 Sinambela dkk. (2011). Reformasi Pelayanan Publik. 6. 
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Kesamaan hak; Keseimbangan hak dan kewajiban; 

Keprofesionalan; Partisipatif; Persamaan kelakuan/tidak 

diskriminatif; Keterbukaan; Akuntabilitas; Fasilitas dan 

perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Ketepatan waktu; dan 

Kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.15 

e.      Standar Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang prima tentunya memerlukan 

standarisasi ataupun patokan dalam menjalankan pelayanan, 

standar pelayanan publik bisa diktegorikan baik buruknya 

berdasarkan evaluasi kinerja, banyak faktor yang bisa melihat 

standarisasi pelayanan publik baik maupun buruk, terutama 

faktor internal dan  eksternal. Dalam faktor internal tentunya 

berbicara mengenai sarana dan prasarana penunjang dalam 

menjalankan pelayanan publik, hampir tiap tahun selalu 

dilakukan pembaruan terhadap sarana dan prasarana untuk 

mempercepat jalannya pengurusan pelayanan sementara dari 

faktor eksternal yang dapat melihat baik buruknya pelayanan 

publik yakni salah satunya masyarakat penerima layanan 

publik, bisa dilihat pada indeks kepuasan masyarakat dalam 

pemberian layanan sampai pada penyelesain terhadap 

kepengurusan dalam pelayanan publik.  

                                                 
 
 
 
15

 UU No. 25 tahun 2009 Pasal 4 
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Berdasarkan UU No. 25 tahun 2009 pada pasal 20 

menjelaskan bahwa ada empat point yang menjadi standarisasi 

pada pelayanan publik, yaitu : 

a) Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 

Penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi 

lingkungan. 

b) Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara 

wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 

c) Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis 

pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan 

musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. 

d) Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pedoman 

tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 

pemerintah.16 
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 UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 20 
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Begitupun dijelaskan pada MENPAN No.63 Tahun 2003 

bahwa standarisasi dalam pelayanan publik pun diatur 

diantaranya :  

1. Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk 

pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian, waktu penyelesaian yang ditetapkan 

sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

3. Biaya pelayanan, biaya/ tarif pelayanan termasuk 

rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian 

pelayanan. 

4. Prosedur pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh penyelenggra pelayanan 

publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, kompetensi 

petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

sikap, dan perilaku yang dibutuhkan17 
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2.2 Tinjauan Tentang Pelayanan Perizinan  

         a.     Pengertian Pelayanan  

Pelayanan menjadi bagian yang paling sering diterima tiap 

individu, baik itu pelayanan yang bersifat barang maupun yang 

bersifat jasa,  bagian mendasar dalam pengembangan 

organisasi adalah memberikan suatu pelayanan yang 

memuasakan bagi seluruh elemen masyarakat. 

Penyelenggaraan pelayanan merupakan hal yang unik karena 

masing masing individu memiliki gayanya tersendiri dalam 

berinteraksi. Perbedaan ini menjadi hal yang wajar 

dikarenakan tiap mental yang memiliki kapasitas yang 

berbeda. Untuk itu profesionalitas dibutuhkan dalam 

menjalankan proses pelayanan.18 

Menurut Mahmudi, Mekanisme dalam memberikan 

pelayanan wajib dimiliki tiap lembaga penyelenggara 

pelayanan publik sebagai suatu jaminan bahwa layanan yang 

diberikan berkualitas dan akan berdampak kepada 

masyarakat sendiri sebagai penerima layanan merasakan nilai 

lebih atas pemberian layanan. Tanpa adanya mekanisme 

ataupun prosedur yang jelas, maka kemungkinan besar 

pemberian pelayanan akan jauh dari pada harapan. Ketika 
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terjadi kondisi tersebut maka timbul yang namanya 

kesenjangan harapan (expectation gap) yang tinggi.19 

Adapun definisi pelayanan menurut Suparlan (dalam 

Moenir) pelayanan adalah upaya ataupun usaha pemberian 

pertolongan ataupun bantuan kepada orang lain, baik bersifat 

materi maupun bukan materi agar individu dapat 

menyelesaikan masalahnya sendiri, lanjut Moenir menjelaskan 

bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan 

melalui aktifitas orang lain secara langsung20. Menurut 

Komaruddin, bahwa pelayanan adalah alat-alat pemuas 

kebutuhan yang tidak berwujud atau prestasi yang dilakukan 

atau dikorbankan untuk memuaskan permintaan dan 

kebutuhan konsumen21 

Menurut Moenir pelayanan umum yang dilakukan oleh     

lapisan masyarakat tidak terlepas dari tiga hal seperti : 

1. Layanan secara lisan, layanan secara lisan dilakukan oleh 

petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, bidang 

informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 

memberikan penjelasan dan keterangan kepada siapapun 
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 Mahmudi, 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta  UPP STIM YKPN. Hal 
21. 
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 Moenir, 2005. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 

47 
21

 Komaruddin, 1993. Manajemen Kantor Teori dan Praktek. Bandung: Triyenda Karya. 
Hal 448 
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yang memerlukan agar setiap layanan berhasil sesuai 

dengan yang diharapkan. Maka perlu diperhatikan syarat- 

syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan,yakni 

dengan memahami benar masalah yang termasuk dalam 

bidang tugasnya, mampu memberikan penjelasan tentang 

apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi cukup jelas 

sehingga memuaskan pelayanan. 

2. Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 

paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tudak hanya 

dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya, pada 

umumnya layanan melalui tulisan cukup efisien bagi 

layanan jarak jauh karena faktor biaya agar layanan dalam 

bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang dilayani perlu 

diperhatikan faktor kecepatan baik dalam pengolahan 

masalah-masalah maupun proses penyelesaiannya.  

3. Layanan dengan perbuatan pada umumnya dalam bentuk 

perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas tingkat 

menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan 

keterampilan petugas tersebut sangat menentukan 

terhadap hasil pekerjaan.22 
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 Moenir. 1992. Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan 
Kepegawaian. Jakarta : Haji Mas Agung. Hal 190 
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b.  Perizinan 

              1.   Pengertian Perizinan  

Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas 

kepada seseorang atau pelaku usaha ataupun kegiatan  

tertentu, baik itu dalam bentuk izin maupun tanpa daftar 

usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum adminstrasi, untuk mengemudikan 

tingkah laku para warga.23 

Selain hal tersebut diatas, izin juga bisa dikatakan 

sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari bentuk 

larangan. Adapun pengertian izin dalam arti sempit maupun 

luas yakni : 

a. Izin dalam arti luas, yaitu semua aspek yang 

menimbulkan akibat yang kurang lebih sama, yakni 

dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk 

melakukan sesuatu yang mesti dilarang. 

b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu tindakan dilarang, 

terkecuali diperkenankan, dengan bermaksud ahar 

ketentuan ketentuan yang disangkutkan dengan 

perkenaan dapat dengan teliti di berikan batas batas 
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tertentu pada tiap kasus.24 

Adapun perizinan juga bisa dikatakan wujud transparansi 

terhadap suatu aktifitas yang dilakukan masyarakat dengan 

pengawasan oleh pemerintah. Segala hal bisa dikatakan 

valid maupun aman secara hukum ketika sudah 

mengantongi bentuk perizinan yang telah disepakati oleh 

pemerintah. 

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun 

dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang 

dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ 

pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini 

dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan 

contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan 

pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu 

pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari 

Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam 

perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak 

terbataspada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi 

juga menyangkut hubungan kelembagaan Negara.25 
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 Pudyatmoko, Sri Y. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Hal 10 
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Adapun pengertian perizinan menurut para ahli sebagai 

berikut : 

1. E. Utrecht  

Izin menurut E. Utrecht adalah bila pembuat peraturan 

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih 

juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara 

yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, 

keputsan administrasi negara yang memeperkenankan 

perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning)26 

2. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge 

Beliau berpendapat bahwa izin merupakan suatu 

persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-

undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan 

perundangundangan (izin dalam arti sempit)27 

3. Ateng Syarffudin  

Izin adalah sesuatu yang menghilangkan larangan, hal 

yang dilarang menjadi boleh. “als opheffing van een 

algemene verbods regel in concrete geval” yang artinya 
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 E. Utrecht. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar 1957), Hlm 187 dalam 
Andrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta. Sinar 
Grafika. Hal 167 
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 8 Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta Sinar Grafika. Hlm 77 
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peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa 

konkret.28 

2. Unsur Unsur Perizinan 

Dalam melihat lebih dalam ataupun mengetahui lebih 

luas tentang makna perizinan tentunya unsur-unsur yang 

termuat dalam perizinan merupakan hal yang utama untuk 

diketahui, adapun yang menjadi unsur perizinan ini yakni29 : 

a. Instrument yuridis 

Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan 

pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban 

dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). 

Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga 

ketertiban maupun keamanan merupakan tugas yang 

terus dijalankan hingga  kini masih tetap 

dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini 

pemerintah diberikan wewenang dalam bidang 

pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul 

beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi 

peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk 
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 Pengertian Perizinan (suduthukum.com) (Diakses pada tanggal 2 Juni 2021 Pukul 
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 Ridwan HR. 2006. Hukum Adminstrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 201-202 
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ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah 

izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk 

sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang 

sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang 

namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan 

demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam 

bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang 

digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau 

menetapkan peristiwa konkret. 

b. Peraturan Perundang-undangan  

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah 

welmatigheid van bestuur atau pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan 

kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik 

dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi 

pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Organ Pemerintah 

Organ pemerintah merupakan organ yang 

menjalankan urusan pemerintahan, baik di tingkat 

pusat maupun daerah. Menurut Sjahran Basah, dari 

penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaran 
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pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari 

administrasi negara teringgi (Presiden) sampai 

dengan adminostrasi negara terendah (Lurah) 

berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka 

ragam administrasi negara (termasuk instansinya) 

pemberi izin, yang didasarkan pada 

pangkat/jabatannya baik ditingkat pusat maupun 

didaerah. 

d. Peristiwa konkrit 

Disebutkan bahwa izin ialah instrumen yuridis 

yang berbentuk keputusan maupun ketetapan, yang 

digunakan oeleh pemerintah dalam menghadapi 

peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkrit ini 

merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, 

tempat terteentu dan fakta tertentu. 

e. Prosedur dan Persyaratan 

Pada umumnya permohonan izin harus 

menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus 

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga 

harus memenuhi persyaratan  tertentu yang 

ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau 

pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu 
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berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan 

instansi pemberi izin. 

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat 

konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau 

tingkah laku tertentu ysang dipenuhi, artinya dalam hal 

pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, 

dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. 

Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru 

ada dan dapat dilihat pun juga dapat dinilai setelah 

perbuatan ataupun tingkah laku yang diisyaratkan itu 

terjadi 30. 

3. Fungsi dan Urgensi Perizinan 

Berdasarkan tentang pemberian perizinan tentunya 

memiliki fungsi sebagai penerbit dan juga mengatur. 

Sebagai fungsi penerbit, dimaksudkan agar setiap izin 

ataupun tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan 

masyarakat lainnya tidak saling bertentangan, sehingga 

menghasilkan ketertiban dalam segi kehidupan 

masyarakat. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan 

bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai 

dengan target sasaran ataupun peruntukannya, sehingga 
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tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah dibuatkan, 

maksudnya adalah fungsi pengaturan ini dapat disebut 

juga sebagai fungsi pemerintah. 

Secara teoritis, perizinan memiliki tiga fungsi 

sebagaimana dijelaskan berikut :  

1. Instrumen Rekayasa Pembangunan Pemerintah 

dapat membuat regulasi dan keputusan yang 

memberikan insentif bagi perumbuhan sosial 

ekonomi. Demikian juga sebaliknya, regulasi dan 

keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat 

( sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.  

2. Budgetering Perizinan memiliki fungsi keuangan 

(Budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan 

bagi negara, pemeberian lisensi dan izin kepada 

masyarakat dilakukan dengan kontraprestasi berupa 

retribusi perizinan.  

3. Reguleren Perizinan memiliki fungsi pengaturan 

(Reguleren), yaitu menjadi instrumen pengaturan 

tindakan dan perilaku masyarakat, sebagaimana 

juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka 

perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan 
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dan perilaku masyarakat.31 

Salah satu upaya pemerintah agar memberikan 

ruang masyarakat untuk mengolah maupun meningkatkan 

pendapatan negara terkhusus pada sektor usaha dengan 

mempermudah proses perizinan usaha, dengan 

pemberian izin dalam bentuk sektor apapun dan terkhsus 

sektor usaha maka akan menghasilkan peningkatan 

perekonomian dan juga perluasan lapangan kerja. Adapun 

pentingnya perizinan usaha ini terdiri atas : 

1. Adanya kepastian hukum 

Kepastian hukum menjadi salah satu syarat 

aga perusahaan memiliki jaminan dari badan hukum 

yang berwenang bila terjadi sebuah hal yang dapat 

merugikan perusahaan. Ketika jelas perzinan usaha 

yang didapatkan maka bila terjadi permasalahan 

seperti sengketa perusahaan maka akan tetap 

memiliki kekuatan hukum yang sah secara hukum 

dalam menggugat ataupun mempertahankan apa 

yang telah menjadi haknya. 

2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan 

Alasan yang lain mengapa izin usaha ini 
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penting bagi para pelaku usaha karena bisa 

meningkatkan kredibilitas perusahaan. Kredibilitas ini 

penting karena berbicara mengenai tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap suatu 

perusahaan yang dibangun, hal tersebut secara tidak 

langsung bisa menjadi sarana promosi. Kredibilitas 

yang positif mampu menjadi peluang promosi untuk 

menarik perhatian serta kepercayaan masyarakat, 

hal ini sangat penting bagi para pelaku usaha untuk 

mendongkrak keuntungan atas usaha yang 

dijalankan dan juga memperkenalkan jenis usaha 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan ketentuan dari pemerintah serta 

keuntungan yang kemudian diperoleh nantinya, 

seorang ataupun badan usaha yang telah mengurus 

legalitas sebuah perusahaannya berdasarkan proses 

yang tidak memakan skema yang terlalu sulit serta 

biaya yang tidak terlalu mahal, pengusaha tersebut 

telah mendapatkan jaminan keberlangsungan 

perusahaannya lebih aman. Sedangkan, jika 

pelegalan tersebut tidak di urus, maka kedepannya 

pengusaha tersebut akan menemukan banyak 

kesulitan dalam kegiatan maupun pengembangan 
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usahanya serta akan terus merasa terancam atas 

penerbitan badan usaha oleh pihak yang berwajib.32 

Selain itu, suatu perusahaan yang memiliki 

kredibilitas yang baik akan lebih mudah 

mendapatkan dana tambahan untuk perkembangan 

perusahaan. Fakta dilapangan menjelaskan bahwa 

perusahaan yang memiliki izin yang lengkap akan 

lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman modal. 

3. Dapat mengikuti lelang ataupun tender dalam 

sebuah proyek 

Apabila perusahaan yang dimaksud dalam 

kategori penyedia jasa konstruksi dan sejenisnya, 

maka izin usaha akan sangat membantu dalam 

proses mengikuti tender maupin lelang, hal ini terjadi 

karena salah satu syarat yang paling utama untuk 

bisa ikut dalam tender adalah perusahaan wajib 

mempunyai semua surat izin yang dibutuhkan.33 

2.3 Tinjauan Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan 
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upaya pelayanan publik kepada masyarakat daerah Kab. Sidrap 

selalu berusaha untuk memaksimalkan peranannya dalam konteks 

pemerintahan, hal ini di perlihatkan dengan membentuk Kantor 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dibuatnya aturan ataupun 

kebijakan daerah yakni  Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sidenreng Rappang. 

Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hadir dimaksudkan untuk 

diberikan kepercayaan  menjalankan visi misi, program layanan 

publik, strategi yang telah diamanatkan oleh Bupati Sidenreng 

Rappang Rappang, kemudian selanjutnya sesuai pada Tata 

peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tetang 

Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas 

dan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa, Dinas Penanaman 

Modal dan pelayanan terpadu satu pintu memiliki tugas pokok 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adapun yang menjadi 

fungsinya yaitu : 

a. Perumusan kebijakan teknis  

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan 
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perizinan  

c. Pelaksanaan administrasi kesektariatan, pengembangan 

penanaman modal, promosi kerja sama dan pengendalian 

penanaman modal  

d. Pelaksanaan laporan pertanggung jawaban kepada Bupati  

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati34 

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2007 yang mendefinisikan 

bahwa Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang 

proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu 

tempat35 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Dinas 

PMPTSP tentunya senantiasa mengadakan pembaharuan dan 

peningkatan kualitas dari segi pelayanan, terkhusus pada bidang 

pemberian pelayanan perizinan berusaha. Dewasa ini DPMPTSP 

sudah menghasilkan kebijakan ataupum regulasi terbaru dalam hal 

memberikan pelayanan publik di bidang izin usaha. Dimulainya 

aturan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
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pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.  

Adapun pedoman dalam pemberian Izin usaha yang 

terintegrasi secara elektronik ini termuat dalam PP No. 24 tahun 

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik pada BAB III Bagian Pelaksanaan Perizinan Berusaha. 

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan perizinan didaerah 

termuat dalam aturan bupati Sidrap cakupan jenis izin usaha yang 

diatur didalam OSS yaitu PERBUP Nomor 2.b Tahun 2020 pada Bab 

III diantaranya, Perizinan berusaha sektor pertanian dan Perkebunan 

yang terdiri 9 jenis perizinan, kemudian perizinan berusaha sektor 

lingkungan hidup yang terdiri dari 5 jenis perizinan, lalu Perizinan 

Berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terdiri 

dari 3 jenis perizinan, Perizinan Berusaha sektor perikanan Surat Izin 

Usaha Perikanan (SIUP), Perizinan berusaha sektor kesehatan yang 

terdiri dari 10 jenis perizinan, Perizinan berusaha sektor 

perindustrian yang terdiri dari 4 jenis perizinan, kemudian Perizinan 

berusaha sektor perdagangan yang terdiri dari 4 jenis perizinan, 

Perizinan berusaha sektor perhubungan yang terdiri dari 3 jenis 

perizinan, kemudian Perizinan berusaha sektor pariwisata Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Perizinan berusaha sektor 

pendidikan dan kebudayaan yang terdiri dari 2 jenis perizinan, 

Perizinan berusaha sektor ketenagakerjaan yang terdiri dari 6 jenis 

perizinan, kemudian Perizinan berusaha sektor perkoperasian dan 
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UMKM yang terdiri dari 5 jenis perizinan, Perizinan berusaha sektor 

Pertanahan Izin Lokasi, dan terakhir Perizinan melalui Aplikasi SIPP 

yang terdiri dari 44 jenis perizinan. 

2.4 Kerangka Konseptual 

Pemerintah memiliki peran vital dalam menyukseskan jalannya roda 

pemerintahan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

mendapatkan sebuah kesuksesan yakni dengan memberikan kualitas 

pelayanan yang baik dan prima, sejalan dengan ini pemerintah 

mengupayakan percepatan dan efektifan proses tepatnya pada sektor izin 

usaha melalui sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik 

atau dengan istilah OSS (Online Single Submission). 

Salah satu hal yang akan dianalisis lebih konprehensif yaitu pada 

pelaksanaan perizinan usaha dengan menyematkan sistem yang 

terbarukan ini, apakah tujuan dari dibentuknya sistem baru ini dalam 

pelayanan perizinan usaha mampu menyelesaikan permasalahan yang 

selama ini di dapatkan oleh masyarakat atau malah sebaliknya yang 

terjadi.  

Dalam mencapai tujuannya tentunya memerlukan kolaborasi 

seluruh pihak pemangku kepentingan dalam sektor pemerintahan, pun 

juga terkhusus pemerintah daerah Kabupaten Sidrap memiliki peran serta 

analisis yang tajam dalam hal mencapai tujuan dari pelaksanaan 

pelayanan publik ini . maka dari pada itu untuk menganalisis ketercapaian 
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pelayanan publik yang prima dalam sektor perizinan usaha di Kabupaten 

Sidrap dengan ini diperlukan kerangka konseptual sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Pikir Penelitian 

Prosedur pelaksanaan perizinan 

1. Pendaftaran  

2. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin 

Komersial atau operasional berdasarkan 

komitmen 

3. Pembayaran biaya 

4. Fasilitasi 

5. Masa berlaku 

6. Pengawasan 

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2018 Tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

- Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 

2.B Tahun 2020 Tentang Pendelegasian 

Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan. 

Pelaksanaan Perizinan Usaha berbasis 
OSS (Online Single Submission) 

Izin Usaha Perdagangan Perseorangan 
dan Non Perseorangan 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi: 

a. Faktor pendukung 

- Sumber Daya 

Aparatur 

- Sarana dan 

prasarana 

b. Faktor penghambat 

- Operasional 

sistem baru 

- Kurangnya 

kesadaran 

masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini berfokus pada pelayanan perizinan usaha yang ada di 

Kabupaten Sidrap. Agar dapat menerapkanmetode ilmiah dalam 

penelitian ini maka diperlukan desain penelitian, yang mampu memahami 

secara mendalam terkait situasi sosial, menemukan pola dan sesuai 

dengan kondisi penelitian yang akan dikerjakan. Desain penelitian harus 

mengikuti metode penelitian. Komponen yang perlu diperharikan dalam 

mengadakan penelitian antara lain:  

3.1 Lokasi Penelitian 

Berdasar pada judul penelitian yang diangkat oleh penulis 

maka untuk mendapatkan data dan juga informasi yang diperlukan 

terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, 

maka penulis melakukan penelitian di Kabupaten Sidrap, 

pengumpulan data dan juga informasi terkait penulisan skripsi ini 

akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Sidrap. 

3.2 Tipe Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah dan tujuab penelitian yang 

membuat penulis berusaha memberikan penggambaran terkait 

pengetahuan dan juga pemahaman. Maka dari itu, tipe penelitian 

yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan metode ini 

penulis menggambarkan juga mendeskripsikan dengan tujuan untuk 


